
BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR2.J TAHUN2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGE,WLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

yang adil, bermanfaat untuk pembangunan perlu

dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggungjawab;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf

b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daernh;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Allis

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten \

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubJik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Hornor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2022

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601); {

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara RepuhIik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara RepuhJik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDURPENGELOLAANKEUANGANDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
I. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas



otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prmsip Negara Kesatuan RepubJik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah reneana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oIeh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

11.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

13.Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka
penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengaeu pada SAP
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah
untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan seeara
nasional.

14.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak .1
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan ~
organisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

15.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oIeh Pemerintah KabupatenTanjung Jabung
Timurdalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



16. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal
dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pernbuatan jurnal,
buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

17.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang rnengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
rnemperhatikan saat kas atau setara kas diterirna atau dibayar.

18.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
rnenjadi bagian yang rnelengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-W dan behan,
sebagairnana akan terrnuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk rnengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

21. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang rnenyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, SISa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP­
SALadalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SALtahun pelaporan yang terdiri dari SALawal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan
SALakhir.

24. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAKadalah laporan yang (
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

27. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



28. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat Cal.K adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO,
LPE, Neraca dan LAKdaJam rangka pengungkapan yang memadai.

29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

31. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

35. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat./daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

36. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa daJam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

37. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. j

38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan Iatau dirniliki oleh ~
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



39. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial danj atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akurr/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

44. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

45. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
daJam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAANKEUANGANDAERAH

Pasal2

(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;
b. APBD;
c. penyusunan rancangan APBD;
d. penetapan APBD;
e. pelaksanaan dan penatausahaan;
f. laporan realisasi semester pertama APBDdan perubahan APBD;
g. akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



1. kekayaan daerah dan utang daerah;
J. badan layanan umum daerah;
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
1. informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal3

(1) Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan APBD, sebagaimana
dimaksud daJam Pasal 2 huruf c, meliputi sistem dan prosedur:
a. penyusunan KUAdan PPAS;
b. rencana kerja dan anggaran SKPD;
c. rancangan Perda APBD;dan
d. rancangan Perkada Penjabaran APBD.

(2) Sistem dan Prosedur Penetapan APBD, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, meliputi sistem dan prosedur:
a. penyampaian dan pembahasan rancangan APBD;
b. persetujuan rancangan APBD;
c_ evaluasi rancangan APBD;
d. penetapan perda APBDdan perkada penjabaran APBD;dan
e. penyusunan dan penetapan rancangan perkada APBDdalam hal tidak

tercapai persetujuan bersama.
(3) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi sistem dan prosedur:
a. kerangka pengaturan;
b. pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah;
c. pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;
d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
e. penyiapan anggaran kas pemerintah daerah;
f. surat penyediaan dana;
g. penerimaan dan penyetoran pendapatan;
h. pembukuan bendahara penerimaan;
1. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
J. rekonsiliasi penerimaan;
k. penatausahaan pembayaran atas kelebihan pendapatan;
1. pelaksanaan dan penatausahaan belanja;
m. penetapan uang persediaan;
n. pelimpahan uang persediaan;
o. permintaan pembayaran;
p. perintah membayar;
q_ perintah pencairan dana;
r. pembukuan bendahara pengeluaran;
s. penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

dan
t. pembiayaan daerah.



(4) Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi semester Pertama dan Perubahan
APBD,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mcliputi sistem dan
prosedur:
a laporan realisasi semester pertama APBD;
b. perubahan KUAdan perubahan PPAS;
c. pergeseran anggaran;
d. pendanaan keadaan darurat;
e. pendanaan keadaan luar biasa;
f. penyusunan perubahan APBD;
g. penetapan perubahan APBD;
h. persetujuan rancangan Perna perubahan APBD;dan
1. evaluasi rancangan Perda perubahan APBD dan rancangan perkada

penjabaran perubahan APBD.
(5) Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah

daerah, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi sistem
dan prosedur:
a. akuntansi pemerintah daerah; dan
b. pelaporan keuangan pemerintah daerah.

(6) Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h,
meliputi sistem dan prosedur:
a. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;dan
b. evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati pejabaran
pelaksanaan APBD.

Pasal4
Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaisnana dimaksud

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraillran Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan ~

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah {BeritaDaerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita



Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 33),

dicabut dan dinyatakan tidak: berlaku, -,

Pasal6

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 1. ~-t-Lff\btr 2022

~.JU G JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1. S~tuYlbtf 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2022

NOMOR 21

~AH D!TElIJJKEBEN~RANNYA
KabagHukum Perundang •Dndangan
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